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ABSTRAK -

Dewasa ini Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disingkat denganl Pc::::llil;
telah menjadi bagian tidak terpisahkan bagi negara-negara penganu] pum :
demokrasi, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selan) t'i): -
disingkat dengan NKRI). Pemilu menjadi mekanisme Flalam proses P;:rgz;ﬂ{;
jabatan, khususnya didua cabang kekuasaan, yakni di lembaga legls_all et
lembaga eksekutif. Pemilu juga dapat digunakan sebagai alat kcntro! bagi kualfta§
kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi
dan penghukuman bagi pemimpin yang berkuasa untuk dapat berlanjut atau
tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan
Bawaslu Dalam Pemilihan Wali Kota Palembang dan Bagaimana Faktor
Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemilihan Wali kota Palembang,

Penulisan ini dilakukan dengan metode Penelitian ini adalah termasuk
jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya dalam masyarakat.

Simpulan Kedudukan Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas
dfm fungsinya yaitu Kewenangan yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu
hmgga tuntas hanyalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang timbul
dari penyelenggara pemilu ditingkat KPU dan jajaranya. Disinilah peran Bawas]|
yang tidak hanya sekedar sebagai “tukang pos”, tetapi sebagai i .

: : ’ gal penerima laporan
dan menyelesaikan sengketa. Tegas dinyatakan bahwa pengawas il E
lembaga peradilan, serta tidak memiliki kekuatan ‘dalar%*i | tpem}.u bUkaI?
layilknyn suatu peeradilan, akan tetapi putusan Bawaslu tersebutedg lma.m‘ Sep(:em
ketingka Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dapat dibanding
Mahkamah Agung (MA) dan Faktor Penduk : atau tingkat kasasj ke
Pemilihan Walj kots - Bl UNg dan Penghambat dajam
umnya ke_putusan pemilih dalam

yaitu: 1) Kondisi awal pemilih, 2) medj

Rekomendasi Kepala Pemeri
tega.s dalam membuat aturan-aty
Penindakan yang lemah tidak
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BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

analisis
Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode—metode dan

ebagai

hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan s

perikut:
|. Kedudukan Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas dan

fungsinya yaitu Kewenangan yang dapat diselesaikan oleh pengawas

pemilu hingga tuntas hanyalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu

yang timbul dari penyelenggara pemilu ditingkat KPU dan jajaranya.
Disinilah peran Bawaslu yang tidak hanya sekedar sebagai “tukang pos”,
tetapi sebagai penerima laporan dan menyelesaikan sengketa. Tegas
dinyatakan bahwa, pengawas pemilu bukan lembaga peradilan, serta tidak
memiliki kekuatan dalam legtimasi seperti layaknya suatu peeradilan, akan
tetapi putusan Bawaslu tersebut dapat dibanding ketingka Peradilan Tinggi

Tata Usaha Negara (PT TUN) atau tingkat kasasi ke Mahkamah Agung

ng adalah Pada umumnya keputusan pemilih dalam menggunakan

ya untuk memilih sebuah partai atau kandidat dalam Pemilu
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